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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sesuai rumusan masalah, 

didapatkan hasil sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan 

usaha berisiko rendah melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi 

secara Elektronik (Online Single Submission) pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo. 

DPMPTSP Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan pelayanan 

perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS dengan berpedoman 

pada UU Cipta Kerja beserta peraturan-peraturan turunannya, yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan 

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adanya 

sistem OSS memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, khususnya bagi 

yang memiliki kegiatan usaha dengan risiko rendah, karena pendaftaran 

perizinan berusaha (NIB) menjadi dapat dilaksanakan secara daring dan 

mandiri. Bagi pelaku usaha yang belum dapat mendaftar perizinan berusaha 

secara mandiri, DPMPTSP Kabupaten Wonosobo menyediakan pelayanan 

berbantuan dan pelayanan bergerak. Proses pendaftaran NIB melalui sistem 
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OSS tergolong cepat, mudah, dan tidak memakan biaya. Adapun 

berdasarkan data primer penelitian diketahui bahwa masih terdapat pelaku 

usaha yang belum mengetahui mengenai perizinan berusaha berbasis risiko 

dan belum dapat mendaftar NIB secara mandiri. Terkait pelayanan yang 

diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Wonosobo, sebagian besar responden 

menyatakan sudah baik dari segi pelayanan oleh petugas, kemudahan 

perizinan, ketersediaan sarana dan prasarana, waktu pelayanan, tarif, 

ketepatan layanan, dan keamanan data. Sebagian besar responden juga 

setuju bahwa pelayanan oleh petugas lebih memudahkan proses pendaftaran 

perizinan berusaha. 

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelayanan perizinan 

berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah melalui Sistem OSS pada 

DPMPTSP Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut. 

a. Terdapat pelaku usaha yang belum memahami mengenai penggunaan 

sistem OSS. 

b. Terdapat kesalahan pengisian KBLI oleh pelaku usaha. 

c. Terdapat pelaku usaha yang lupa dengan username dan password untuk 

mengakses akun di situs OSS. 

d. Jaringan di lokasi pelayanan sering terganggu. 

e. Situs OSS mengalami maintenance. 

Faktor yang menjadi pendukung dalam pelayanan perizinan 

berusaha melalui Sistem OSS pada DPMPTSP Kabupaten Wonosobo 
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adalah adanya pembaruan dan sosialisasi terkait perizinan berusaha berbasis 

risiko yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. 

B. Saran 

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian adalah 

sebagai berikut. 

1. DPMPTSP Kabupaten Wonosobo perlu lebih menggiatkan sosialisasi 

mengenai perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS kepada 

para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan 

pengetahuan pelaku usaha. 

2. DPMPTSP Kabupaten Wonosobo perlu mempersiapkan alternatif untuk 

mengantisipasi apabila terjadi gangguan jaringan di lokasi pelayanan. 

3. DPMPTSP Kabupaten Wonosobo perlu melanjutkan pelaksanaan 

pelayanan berbantuan dan pelayanan bergerak untuk membantu pelaku 

usaha. 
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